
BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMORj6TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 21 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN 

BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

Menimbang: a . bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa di Desa agar dapat berjalan tertib dan sesuai 
dengan tata kelola Pemerintahan yang baik sehinggga 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan 
memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu 
dilakukari penyernpurnaan terhadap mekanisme 
pengadaan barang/ jasa di Desa; 

Mengingat 

b . ba hwa berdasarka n pertimbangan scbagaimana d irnaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan 
Nomor 2 1 Tahun 20 l 5 ten tang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
?erpanjangan Pembentukan Daerah Tingka t JI di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9 ) menjadi Undang-Undang (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 



3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Un<lang-Un<lcmg, Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unci.ang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679) ; 

5. Peraturan Pemerinlah Nomor 4 3 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
~014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
20i4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Ta.rnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tel1:1h diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tal1un 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahm1. 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

- 2 -



Men etapka n 

1 i. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Tata c:!ra Penga daan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Ktbijaka.n Pengc1.uaan Bctrang/ Jasa Nomui- 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 13 
Tahun 2013 ten tang Pedoman Tata cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1506}; 

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 
tenta ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daer~h Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito 
Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Barito Sdatan Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 21 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGADMN BARANG/JASA DI DESA. 

Pasal1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 
Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21) 

diubc1.h seoagai oerikut : 

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 4 ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan 
ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

(1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa TPK harus 
mempertim bangkan : 
a . kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan; 
b. kepentingan masyarakat setempat; 
c . jenis, sifat dan niiai Barang/ Jasa serta jumiah Penyedia Barang/ Jasa 

yang ada; dan 
d. kebutuhan barang/bahan. 

- 3 -



(2} TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang 
meliputi: 
:!.. !'"e!1(;~!'!~ ~!'"l~:!.!"'~n bia_ya {P.J\B) berdasnrl{an data h 2rg3. ~2.sa:: se!:ernpat 

atau harga pasar terdekat dari desa tersebut; 
b. harga barang/jasa yang d isusun di dalam Rencana Anggaran Belanja 

dapc:1.L n1engc1.cu p ada harga barnng/jasa yang ada di e-caiaiogue 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

c. rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau 
ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan; 

d . spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); 
e. khusus untuk pekerjaan konstruksi , disertai gambar rencana kerja 

sederhana/ sketsa ( apabila diperlukan} . 

(3) Harga satuan barang ditentuka n berdasarkan harga pasar setempat, 
melalui: 
a. Survey harga pasfir setempal at.au pasar terciekat (<lesa, kecamatan 

atau kabupaten) dengan perbandingan 2 (dua) penyedia barang atau 
lebih yang dilakukan oleh TPK, dibuktikan dengan dokumen tertulis: 

b . Ha sil survey sebagaimana dimaksud pada huruf a diambil harga rata
rata dengan memasukan perhitungan biaya angkut sampai ke lokasi 
kegiatan d itambah denga n perhitungan pajak; dan 

c. Harga satuan barang yang sudah dibuat oleh TPK diusulkan kepada 
Kepala Desa untuk selanjutnya dimusyawarahkan bersama dengan 
BPD sebelum ditetapkan. 

(4) Penetapar1 harga satuan barang setempat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dijadikan dasar penetapa n Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

(5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagamana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan oleh Kepala Desa. 

(6) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagamana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) tidak digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui 
~waKdola dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembe1ian. 

2 . Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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KOP SURAT TOKO/PENYEDIA BARANG/JASA 

Nomor 
Lampiran 
?erih11i 

Kepada 
Yth . . .... . ... .. .. . .. .. .. .. .. . 

di -
: Penaw11rnn harga. 

Menanggapi Surat Permintaan Penawaran dari Ketua Tim Pengelola 
Kegiatan ... . . . .. . . . . Nomor . .. .... . tanggal , ... .. .... , bulan, ...... , tahun ... . . 
Perihal permintaan penawaran, maka bersama ini kami ajukan penawaran harga 
untuk melaksanakan peke1jaan tersebul. 

Adapun harga penawaran yang kami ajukan sudah termasuk pajak 
adalah sc bcsar Rp . .... .. .. . ( . . .. . . . . . ) dcngan ri.n.c ian sebagain1an:1 tcr?ampir. 

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami sampaikan : 

1. Daftar rincinn pena,ynr::!n harg:1 

2. Foto kopi Surat ljin Usaha Perdagangan (SnJP) ; dan 

'.l . Foto kopi Nomor Pokok Wajib P11jnk (NPWP) 

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan se lanju tnya. 

toko/penyedia 
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KOP SURAT TOKO/PENYEDIA BARANG/JASA 

DAFT AR RINCIAN PENA WA RAN HAR GA / JASA 

NO Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Har a Satuan Har a 

Jumlah 
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TIM PENGELOLA KEGIATAN 

OF.SA 
Alamat: Jin .............. .. .... . Kode Desa . ... . ...... . ........... . 

Lampiran 
Perihal 

Kepada 
Y:11 ............. ...... . . 

di-

: Undangan negosiasi harga. 

Menanggapi Surat Penawaran Harga Saudara Nomor ............ . 
Tanggal ....... , Bulan, ..... ... . , Tahun ... ..... .... Perihal Penawaran Harga, 
maka pada kesemoatan ini kami perlu melakukan negosiasi harga terhadap 
penawaran tersebut dan bersama ini kami mengharap kehadirannya yang 
dilaksanakan pada 

Hari/Tan.g,g,a l : .. ... 

Pukul 

Tempat 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
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Tim Pengelola Kegiatan 

Ketua, 

.................. 



TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA ................... . 

KECAMATAN ................... .. 
Alamat: ............... NO .. . Kode Desa: 

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASJ H/\RGA 
11.T()~ ,fr\') -
j ..... '-.J'J. W-.J.l.)J. \. • • • • •• • ••• •• •••••• • •• •• •••• •• •• •• •• ••••••• 

TANGGAL: ... . .. . . . . . . .... . . . 

Pacia nari ini .... ... .... .... tanggai ... .. .. .... .. .... ....... buian .... ... .... ... ... ... ...... tanun 
.. .. ......... ..... ... ..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola 
Kegiatan Desa .............. Tahun Anggaran .... .. .......... , Setelah dilakukan negosiasi 
harga untuk peh:e1jaan : 

i . Nama toko/penyedia 
A I am at 
1-larga Penawarar 
Harga Negosiasi 

2. Narna tcko/per;ycdla 
Alam at 
Harga Penawaran 
Harga Negosiasi 

·· • · ... . .. .. .... ........ ( . . ····· • · · · ·• · • · · .. . .. ) 
... ................. .... ... ... .. .. ( ...... ..... . ······· .... ) 

···· ·· · ........................... ( ....................... ) 
............... .. ... . .. .. .. ( ... .............. .. .... ) 

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis 
dapat dipt:rta11ggu11gjawabkan cian dinyatakan sebagai pelaksana a,htlaii sdJagai berikut : 

Nama toko/penyedia 
Alam at 
Harga Negosiasi 

Dengan harga negosiasi tersebut diatas toko/penyedin yang bersangkutan menyatak:m 
sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan. 

Berita .Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang 
tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

MASlNG MASTNG PlHAK : 

Menyetujui : 

························· ········· 
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Ketua, 

....................... 



Daftar Hadir 
Tanggal 
Pukul 
Acara 
Tempat 

: Negosiasi Harga 

I No I N om o 

I I 
11. 1 ·· · .. · · · · · · · · .. · .. · .. 

2. 

1 3· 1 ··· .................. . 

I I 

Kantor Deso ..................... . 

Jabatan 

/ Ketua TPK 

I 

1 .......... . ......... .. 

I 
I 
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T and a T angan 

1..................................... I 

1 ...................... .. 

I····· .. ····........................... I 

I I 

Tim Pengelola Kegiatan 
Ketua, 

......................... 



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 
KECAMATAN ..................... . 

KANTOR DESA ............ . 

SURAT PERJANJIAN 
NOMOR: ......... ./SP/ ...... ...... ./ ........ . ./ .... .. ... . . 

Pada hari . . . . . . . . . . . . . . . . Tanggal . .. . .. . . . . .. . . . .. Bulan . . .. . . . . . . . . .. Tahun 
............... .......... , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
Jabatan 
Alarm! 

: Ketua TPK Desa ..... .... ...... . 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERT AMA 

Nam? 
Jabatan 
Alamat 
Sl:'!!:!!1jutny~ disebut sehagai PTHAK KEDl.11.\ 

Pasal 1 
PillAK PERTAMA dan PIHAK KEDL!A dalam !-:.::dudukannya di atas. PIHAK 
PERTAMA memerintah PIHAK KEDUA menyatakan bersedia melaksanakan perintah 
ke1ja dari PlHAK PERT AMA untuk pekerjaan : 

No Jenis Pekerjakan yang Dikerjakan Volume 
j Harga Satuan 

(Rp) 
Harga 
(Rp) 

1.1 ............ .. .......... ............ ..... ... 1 .. ••······· ··· l ··· .. · .. ............ 1 .................... . 

I Jrnnlsh I I 1 ....................... . 

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut diatas memberikan pekerjaan kepada 
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui ikatan kerja sebagai pelaksana 
kerja (Pemborong) dengan Kesepakatan Upah Kerja untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut 

3. Kegiatan 

4. jangka Waktu Pelaksanaan 

4.1 Jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan ..... .. .. ... ( .... .. ... ... .... ...... ) 
hari ka\ender terhitung rnuiai tanggai, ....... .. .... .. .... sid .. . ....... .. . . .... . . 

4.2 Pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh PIHAK KEDUA 
sampai pada batas waktu yang telah disepakati bersama-sama, 
selambat-lambatnya tanggal, .................... .. .. .. 
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5. Harga Upah Kerja dan Cara Pembayaran 

5.1 Harga upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di wilayah Desa 

... .. .... ... .. .. ......... ... ... berdasarkan has ii negosiasi ditetapkan sebesar 
Rp (. . . . .. . .. ... .. . .. . . .. ). 

5.2 Cara pembayaran/ upah kerja secara sekaligus (borongan) atau setelah 
prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dengan ketentuan 
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekeriaan dan Berita 
Acara Se rah T erima Pekeriaan terkait dengan upah yang dibayarkan 
melalui Bendahara Desa....... ..... . .... ... ..... . 

6. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan 

6.1 PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan serta mengikuti petunjuk 
teknis dari pengawas lapangan (mandor) . 

6.2 Peralatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disediakan oleh PIHAK 
KEDUA. 

Surat Perjanjian ini berlaku selama yang menerima pekerjaan melaksanakan 
pekerjaan sampai dengan selesai dan hasil pekerjaan diserah terimakan oleh 
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan baik. 

Demikian Surat Perjanjian untuk Upah Kerja ini dibuat dan berlaku sejak tanggal 
dikeluarkannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

PTHAK KEDUA, 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA 
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PIHAK PERTAMA, 
TIM PENGELOLA KEGlATAN 

KETUA. , 



PEIHERINTAH KABUPATEN BARITO SELA TAN 
KECAMA TAN ..................... . 

KANTOR DESA ............ . 

Alamat : Jalan .... ....... . .. .. .. .. ..... . . 

SURAT PERJANJIAN 
NOMOR 
TANGGAL 

I /SP/ 

Kode Desa 

Pada hari ini .... . ....... .. tanggal bulan .... ....... tahun ....... .... .... Kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Jabatan 
Alamat 

2 Nama 
Jabatan 
Alamat 

Ketua Tim Penge lola Kegiatan 

Selanjut11ya dalam hal ini disebut PIHAK PERT AMA 

Selanjutnya dalam hal ini di sebut PIHAK KEDUA. 

Pasal 1 

TUGAS PEKERJAAN 

PfHAK PERTAMA memberikan peke~jaan kepada PLHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

menerima pekerjaan dari PIHAK PERT AMA dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup 

untuk melaksanakan pekerjaan : 

I. Jen is pekerjaan 

2. Lokasi peke1jaan 

Pasal 2 

NILAJ PEKERJAAN 

Nilai peke,j aan yang disepakati o leh PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA scbesar : 

.-;o. JENIS PEKERJAAN 
B.Ai'-YAKi'.YA 

HARGA 
J\.iMLAH (Rp.) 

YANG DIKERJAKAN SA TUAN (Rp.) 

Jumlah Rp 
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Pasal 3 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah 

selama ........ .... .. .... ( .. ..... ... .. . . . ..... . . ) hari kalender sejak Tanggal .. . . .... ..... ...... ... dan 

seluruh pekerjaan sudah hams diselesaikan dan diserahkan oleh PlHAK KEDUA dan diterima 

oleh PIHAK KESA TU paling lambat tanggal . . .. ..... . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 

Pasal 4 

SERAH TERIMA PEKERJAAN 

I. Setelah pekerjaan selesai I 00% (seratus perseratus), penyedia barang mengajukan 

penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan. 

2. Tim Penge lola Kegiatan melak.ukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang Lelah 

di selesai kan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (tttiuh) hari setelah d iterimanya 

surat permintaan dari penyedia barang. Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang. 

3. Apabila pada waktu scrah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, atau tidak sesuai, 

maka Pihak Kedua bersedia untuk mengganti atau memperbaiki kem bali. 

Pasal 5 

CARA PEMBA Y ARAN 

I. Pembayaran peke,jaan I 00% (seratus perseratus) dilakukan o]eh TPK setelah penyedia 

barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuklikan dengan Berita 

Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang. 

'1 Pembayaran dibebankan melalui APBD Desa . . . . . . . . . . . . . . . . untuk Belanja Pengadaan 

..... .. . ... ... ........ kode rekening belanja ......... ..... . ... ..... sebesar Kp ..................... . 

( .. ... . .. . .... .... . ........ ... . ) sudah lermasuk pengenaan pajak. 

Pasal 6 

HAK DAN KEWAJIBAN 

I. Hak dan Kewajiban Tim Penge lola Kegiatan, sebaga i berikut: 

a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang. 

b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan peke1jaan yang dilakukan 

o leh penyedia barang. 

c. Menangguhkan pembayaran. 

d. Mengenak.an denda keterlambatan. 

e. Membayar kepada penyedia barang. 

f. Membcrikan instruksi scsuai jadwal. 

2. Hak dan Kewaj iban Penyedia Barang, sebagai berikut : 

a. Menerima pembayaran sesuai dengan nilai peke1jaan/pengadaan. 

b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal peiaksanaan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian. 
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c. Mclaporkan pelaksanaan peke1jaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan. 

<l. )Vlenyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah 

ditetapkan dalam surat pe1ja1tjian. 

Pasal 7 

SANKST DAN DENDA 

I. Denda adalah sanksi tinansial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah 

melakukan ciderajanji. 

2. Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian 

peke1jaan adalah I JI 000 (satu perseribu) dari nilai pengadaan/peke1jaan untuk setiap 

hari keterlambatan. 

Pasal 8 

.KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar 

kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya, dan secara langsung dapat 

mengakibatkan keterlambatan penyerahan barang. 

b. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) penyedia barang wajib 

mernberitahukan secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan, selambat-lambatnya 

dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak te1jadinya Force Majeure 

disertai keterangan dari pihak yang berwenang. 

c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas penyedia 

barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada Tim Pengelola 

Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat 

Force Majeure. 

d. Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya 

permohonan pervanjangan waktu akan memberikan jawaban mengenai pem1ohonan 

dimaksud kepada penyedia barang. 

e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf d di atas Tim 

Pengelola Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan 

waktu penyerahan pekerjaan dari penyedia barang, maka Tim Pengelola Keg·1atan 

dianggap telah memberikan persetujuan terhadap pem1ohonan dimaksud. 

Pasal 9 

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN 

Karena terjadinya keadaan kahar (force majeure), dan dalam hal ini Tim Pengelola 

Kegiatan wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia barang sesuai dengan 

kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. 

2. Apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung 

jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

3. Terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses 

pelaksanaan pekerjaan. 
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Pasal 10 

PENYELESAIAN PERSEUSIHAN 

I. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan 

diselesaikan secara musyawarah. 

2. Dalam hal musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua beiah pihak 

sepakat untuk penyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melafui Kantor 

Kepaniteraan Pt:ngadilan. 

3 Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah 

memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Buntok 

Pasal I I 

KETENTUAN 

LAIN-LAIN 

I. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perjanjian m1 menjadi 

tanggungjawab PIHAK KEDUA. 

2. Surat Pe1janjian ini dibuat 4 (empat ) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai dan 

ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

Pasal 12 

PENUTUP 

Demikian Surat Perjanian ini di buat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

PIHAK KEDUA 
(TOKO/PENYEDIA. .............. ..... ,) 

............................................. 

PIHAK PERT AMA, 
KETU A, 

.. ........................... ·ca••••••••••••••••• •••••••••••.,•• 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA 
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KOP SURAT TOKO/PENYEDIA BARANG/JASA 

Nomor 
Lampiran 
Ferihai : Penyernhan i-fosii Pekerjaim 

Kepada 
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan 

di-

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor .... . .. .. . ... Tanggal , .............. , 
Bulan, . . ........ ,Tahun ... .... .. . , maka bersama ini kami sampaikan hahwa untuk 
Peke_i:jaan ..... . .. ..... te lah se lesai dilaksanakan, untuk ini mohon kiranya kepada 
Bapak dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang/pt:kerjaan tersebut. 

Dcmiki:m kami sampaikan untuk menjadi hahan pelaksanaan 
selanjutnya, atas ke,jasamanya diucapkan terima kasih . 

tokoipe nyedia 

.................. 
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PEfVIERL"iTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 
KECAMATAN ..................... .. 
KANTORDESA .................. .. 

Jalan ...... ........ .. ..... No ...... .... ... Telp. (0525) .... .. .... ... .. Kode Pos ......... .... . 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN 

NOMOR : ........... ........... .. ................. . 

Pad a hari ini . .. ... ....... .... .. tanggol ....................... bu Ion .................. . .. 

T ahun ....................... yang bertando tang an dibawah ini 

1.Namo : .... ......... .. ... ... Joboton : Ket u a. 

2. Nam a : ············ ···· ····· Jabatan : Sekretaris. 

3. Nam a : ............... ...... Jabaton : Anggota 

4 . Nam a : ................ ... .. Jabaton : Anggota 

5. Nam a : ··· ··· ·· ·· ·· ···· ····· Jabatan : Anggota 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Deso . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor 
................... tanggal .. . .. .. . . . . . . . . . . .. Selaku Tim Pengelola Kegiaton, tel ah 
memeriksa Sarong / Pekerjoan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah 

diserahkan oleh : ..................... . 

Dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang/pekerjaan sebagai berikut: 

o. Baik don lengkap. 

b. Kurang / Tidak baik. 

Barang yang kondisi baik yang kami beri tonda V yang selonjutnya akan diserahkon 

oleh pihak toko/penyedio kepada Tim Pengelola Kegiatan, sedongkon yang tidok boik 

teloh komi beri tondo X. 

Demikion Berito Acoro ini dibuot dalom 3 ( tigo ) rongkap untuk dipergunokon 
sebogoimano mestinyo. 

toko/ penyedio, TIM PENGELOlA KEGIATAN 
Ketua 

- 14 -



No 

I. 

DAFT AR NAMA BAR ANG / PEKERJAAN YANG DIPERIKSA 

N oma Barang/Pekerjaan Volume/Jumlah Tonda 

toko/penyedio, 

V 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

l. N a m a 

JaOuiun 

2. Nam a 
joboton 

3. Nam a 

Ja bat.:m 

4 . Nam a 

JobOTon 

5. Nam a 

JOOOTOn 

: .. ..................... . 
: i<etvo 

: ····················· 
: Sekretoris 

: Anggoto 

: Anggora 

- 15 -

Keterangan 

Baik dan 
Lengka:, 

1 . .......... . .... . ...... . . . . 

2 .... .... ... .. .... .. ...... . . 

3 .. . . ... . ... ... . . .. .. .. .. . . . 

4 .. . ..... .. .. . ...... . . ..... . 

5 .... .... .... .. ... .. ....... . . 



I 
I 

I 

(KOP SURAT REKANAN) 

6ERITA ACARA SERAH TERIMA 6ARANG/ PEKERJAAN 
Nomor . ....................................... . 

Podo hori ini .... .. ...... . . ... ... ... tong gal . . .. .. .. .. . . .. . .. . Bulan . . .. . . . . . . .. .. .. Tohun 
........ ... ..... ...... ..... , kami yang bertanda tang an dibawoh ini : 

I. N u._. u 

Joboton 
Alamo! 
dolam hal ini bertindok atas name . . .... . ... ...... . .. .. yang selanjutnyo disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Nam a 
Joboton 
Alamo! 

: Ketuo Tim Pengelolo Kegioton 

: ··· ··· ···· ··· ····· ·· ·· ··· ··· ··· ·· ··· 

Dengon ini menyotakon bahwo PIHAK PERT AMA telah menyerohkon borong/ pekerjoon kepada PIHAK 
KEDUA don PIHAK KEDUA teloh menerima barang / oeker jaan dari PIHAK PERTAMA beruoo : 

-

No Noma Borong/ Pekerjoon Volume/ Jumloh 

I 

I I 
I 

Demikion berito ocaro seroh terlmo barang/ pekerjaan ini dibuot dengan sesungguhnyo untuk 
dipergunakan sebogoimona mestinyo. 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 
TIM PENGELOLA KEGI ATAN Toko/penyedia 

KFT!lA . 

............ .. ................. 

MENG ET AHlJI 
Kepala Desa 

..................... ........... 

- 16 -
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PEMERL~TAH KA.BVPATEN BAR.ITO SELATAN 
KECAMATAN ...................... . 
KANTOR DESA ................... . 

Jalan .................... No ............. Telp. (0525) ....... .. ..... Kode Pos ...... .. 

BERITA A CARA SERAH TElUMA HASIL PEKERJAAN 
NOMOR ............ . 

Pa<la hari ini .... .. .. tanggal .. .. .. bulan ...... ... tahun .... .. bertempat di Aula 
Kantor Desa ........ , telah dilaksanakan Serah Teri ma Hasil Pekerjaan, masing-masing 
antara : 

I. Nama 
.labatan 
Alamat 

: Kcpala Dcsa . 

Seianjutnya disebul PiHAK PERTAMA 

II. Nama 
.la ha tan : Kctua Tim Pcngclola Kegiatan . .. .. .. .. 
Alamat . .......... .. 
Selan_jutnya disebut PJHAK KEDUA 

PlHt\K KEDUA telah menyerahkan has ii pekerjaan berupa . . . . . . . . . . . . . . . .. dalam 
keadaan baik, lengkap dan berkualitas kepada PIHAK PERT AMA, dan PIHAK 
PERTAMA rnenyatakan bahwa menerima basil peke~jaan yang telah dilaksanakan 
PIHAK KEDU A. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 
bermaterai cukup clan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan 
scbagaimana mestinya. 

Yang menerima 
PlHAK PERTAMA 

Kepala Desa 

................... 
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Yang rnenyerahkan 
PIHAK KEDUA 

Tim Pengelola Kegiatan 
Ketua, 



Kegialan 
Pekeriaan 
Lokasi 

NO. JENIS BARANG/BAHAN/JASA 

,_ , 

TOKO/PENYEOIA 

Volume 

FORM NEGOSIASI 

PENAWARAN 

Saluan Harga Saluan 

18 

HARGA NEGOSIASI 

Harga (Rp) Harga Saluan 

JUMlAH 

PPN 10% 

JUMLAH KESELURUHAN 

DIBULATKAN 

TIM PENGELOLA KEGIATAN 

KETUA, 

Harga (Rp) 



KECAMATAN 

KABUPATEN 

KOP DESA ........................................................ .. 

SURVEY HARGA BARANG / JASA 

PENYEDIA / TOKO ........... ...... .................................... ......... . 

NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp} 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

I 

DESA ....... ... .. , tgl b!n thn 

DI VERIFIKASI OLEH : DI SURVEY OLEH : 

SEKDES ..................... . TPK DESA .............. .......... .. 

{ ........................................ ) 
( ....... .. ............................ . 

MENGETAHUI, 

KEPALA DESA .................... . PENYEDIA/TOKO ........ . 

{ ........................................ ) ( ..................................... . 
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KOP DESA ... .............................. .... .. 

DESA 
KtCAlvlATAN 
KABUPATEN 

I !l!O ! IJRAIAN ! HARGA /Ro) ~I ~ -~-_B_IA_Y_A~(_R __ p~)_ ---- --- -- - · 
l · ··-· ·-- . , 

' I I i ! 

l 2 3 I 4 5 ! 6 I 
I ! 
I I 
l i 

.. .. ,. j (RpJ I (Rp) 
PAIAK 

JUMLAH I PEMBULATAN l 
7 l 8 (3+4+5+6+7!! 9 

l I 
I I 

I 

I i , i I I ! I 
c---+-' - ---i-! _____ ,____-"1 __ -'---~' t l J 

D! VERIFIKASI OLEH 

SEKDES ..................... . 

( .... ...... .... ......................... . ; 

MENGETAHUI, 

KEPALA DESA ............ ....... . . 

( .. ..... ........ ......................... ) 
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DESA . ..... ... .. . tgl bi n thn 

01 BUATOLEH 

TPK DESA ............................. . 

( ... .. .......... .... ..................... ) 


